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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PEMUGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur tata
cara Pemugutan Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemugutan Pajak Reklame;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 154);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2023 Nomor 83);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
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Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi
Perpajakan atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau laba.

Penyelenggara Reklame adalah tindakan perorangan atau
badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu
sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat
dipergunakan untuk pemasangan reklame.

Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik
reklame dilihat/terlihat oleh konsumen, yang ditentukan
berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat,
persimpangan tiga jalan dua arah dan jalan satu arah yang
dinyatakan dalam skor/indeks.
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Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi
dasar bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut
NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame
termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan
Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos
perbaikan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan,
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain
sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang
ditempat yang telah diizinkan.

Nilai Strategis yang selanjutnya disebut NS adalah ukuran
nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan tata ruang daerah untuk berbagai aspek
kegiatan dibidang usaha.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah
dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya
pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama
pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan daerahnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
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dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
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Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan
atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak
atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan  seketika  dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan
menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak
kepada Subjek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan
tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan Seketika dan  Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.




BABII
SUBJEK, WAJIB, DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

(I) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

FERSe a0 o

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron,
Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan
sejenisnya,

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha
atau profesi;

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;dan

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, pendidikan dan keagamaan yang tidak
disertai dengan iklan komersial.

BAB III
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 4

Masa pajak reklame ditetapkan berdasarkan masa izin
penyelenggaraan Reklame Insidentil dan/atau Masa Izin Materi
Reklame Permanen, dan disesuaikan dengan masa tahun
anggaran Pemerintah Daerah.




Pasal 5
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat

penyelenggaraan reklame.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

(1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri
dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dengan menggunakan formulir pendaftaran objek
pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum reklame dipasang;

(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan
lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh penyelenggara
Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:

a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:

1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

2. surat pernyataan kegiatan usaha dari
pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy
perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan

3. Bukti Salinan perizinan Reklame.

b. untuk Penyelenggara Reklame badan melampirkan:

1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
penanggung pajak;

2. salinan/fotocopy Akte Pendirian;

3. surat pernyataan kegiatan usaha dari
pengelola/pemilik usaha dan/atau
salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari
instansi berwenang; dan

4. bukti salinan perizinan Reklame.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
penyelenggara reklame yang telah mendaftarkan diri
diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor
registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan

pendaftaran objek Pajak.
(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.




Pasal 7

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi
dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
(NSR).

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
NJOPR dikalikan dengan jumlah indeks NS.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana pada ayat (2),
tidak diketahui nilai kontraknya, maka dihitung
sebagaimana pada ayat (3).

(5) Hasil perhitungan NJOPR dan NS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) merupakan NSR kemudian dikalikan dengan
luas Reklame yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak
Reklame.

(6) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

Cara Perhitungan Pajak Reklame:

Dasar Pengenaan = NJOPR x NS (Indeks Kawasan + Indeks
Sudut Pandang + Indeks Isi Reklame +
Indeks Letak Reklame + Indeks Fungsi
Jalan) x Luas Bidang Reklame x Waktu
Penayangan x Jumlah Reklame.

Pajak Reklame = Dasar Pengenaan x Tarif Pajak Reklame.
BAB VI
CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAM
Pasal 9

Perhitungan NSR didasarkan pada hasil perkalian antara:
a. NJOPR; dan
b. NS

Pasal 10

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dihitung
berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh
pemilik dan atau penyelenggara reklame ditetapkan sebagai
berikut:



NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO JENIS REKLAME SATUAN NJOPR (Rp)
1 | Megatron/Videotron M2 787.500.00
2 | Billboard/Neonbox M2 262.500.00
3 | Baliho/Reklame Papan M2 110.500.00
4 | Reklame Film/Slide Hari 262.500.00
5 | Reklame Berjalan, M?2 157.500.00

termasuk pada

kendaraan
6 | Melekat/stiker M2 3.500.00

Lembar 500.00
7 | Selebaran Lembar 250.00
8 | Balon Udara Buah 1.500.000.00
9 |{Apung Buah 1.500.000.00
10 | Reklame Kain M?2 63.000.00
12 | Peragaan Satu Kali 65.000.00
Pasal 11

NS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditentukan
oleh faktor-faktor:

a. lokasi atau kawasan;
sudut pandang;

is1 reklame;

letak reklame;dan
fungsi jalan.
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Pasal 12

(1) Lokasi atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

Kawasan Khusus;

Kawasan Campuran;

Kawasan Perdagangan;

Kawasan Perumahan;

Kawasan Terbuka; dan

. Kawasan Industri;

(2) Daftar Lokasi atau Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebagai berikut:

el L S L~

No Kawasan Lokasi

1. K. Khusus . J1. Kodeco Kec. Simpang Empat.

.J1. Sumpul Kec. Satui.
Kawasan Bandara Bersujud Batulicin.

. Kawasan Pelabuhan.

. Obyek Wisata Pulau dan Gua Radius
100m sebelum s/d sesudahnya.
Komplek Wisata Pesisir Pantai.

g. Semua Wilayah /Daerah /Kawasan yang

0O 00 op
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No

Kawasan

Lokasi

menjadi tempat wisata.

h. Kawasan Komplek Perkantoran Gunung
Tinggi.
Kawasan dalam lingkungan pendidikan.
Kawasan Lain yang termasuk Kategori ini.

K. Campuran

i

]

a. Jl. A. Yani, Pagatan.

b. Jl. H. M Badri, Pagatan.

c. JI. Transmigrasi, Pagatan.

d. Jl. Raya Batulicin.

e. JI. Tujuh Februari, Pagatan.
f. Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi.

g. Komplek Pasar Baru, Pagatan.

h. Jl. Transmigrasi (Plajau) Simpang Empat.
1. J1. Manggis Batulicin.

J- JlInggub Simpang Empat.

k. Jl. Raya A. Yani Km. 163-169 Kec. Satui
1. Jl. Raya A. Yani Kecamatan Angsana

m. J1. Raya A. Yani Kecamatan Sungai Loban
n. J1. Raya A. Yani Kecamatan Kusan Hilir
o. Kawasan/Jalan lainnya yang termasuk
dalam kawasan ini.

K. Perdagangan

a. Jl. Brigjen. H. Hasan Basri, Pagatan

b. J1. Sukun, Pagatan.

c. J1. Pelabuhan Speed Boat, Batulicin.

d. Kawasan Pasar Minggu Raya Batulicin.

e. Kawasan Pasar Kecamatan Batulicin.

f. Kawasan Pasar Bamega Putra, Sungai
Danau

g. Kawasan Pasar Kec. Angsana

h. Seluruh kawasan Pasar di Kabupaten
Tanah Bumbu.

i. Kawasan lainnya yang termasuk Kategori
ini.

K. Perumahan

Kawasan Komplek Perumahan di wilayah
Tanah Bumbu.

K. Terbuka

a. Jalan Raya A. Yani yang tidak termasuk
dalam kawasan lainnya.

b. Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang
tidak termasuk dalam kawasan lainnya.

K. Industri

a. Komplek PT. Kodeco.

b. Komplek PT. Arutmin, Satui.

c. Komplek PT. Sumpul, Satui

d. Semua Komplek Perusahaan Lainnya
yang termasuk kawasan industri.




Pasal 13

Sudut Pandang Raklame sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf
b, ditetapkan sebagai berikut:

a. Sudut Pandang 1 arah;

Sudut Pandang 2 arah;

Sudut Pandang 3 arah; dan
Sudut Pandang 4 arah atau lebih.
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Pasal 14

Isi Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, ditetapkan

sebagai berikut:

a. Internasional;

b. Nasional; dan |
c. Lokal.

Pasal 15

Letak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d,
ditetapkan sebagai berikut:

a. Tanah Negara Daerah milik jalan (Damija);

b. Tanah Negara Non Damija; dan

c. Tanah Sendiri.

Pasal 16

Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf e,

ditetapkan sebagai berikut:

a. Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional/Jalan Tol);

b. Jalan Arteri Sekunder (Jalan Provinsi);

c. Jalan Kolektor (Jalan Kabupaten); dan

d. Jalan Lokal (Jalan Perumahan/Jalan Lingkungan/Jalan
Desa).

Pasal 17

Penetapan indeks untuk kawasan ditentukan dengan rincian
sebagai berikut:

Kawasan Khusus diberi indeks 0,7;

Kawasan Campuran diberi indeks 0,5;

Kawasan Perdagangan diberi indeks 0,4;

Kawasan Perumahan diberi indeks 0,3;

Kawasan terbuka diberi indeks 0,2; dan

Kawasan Industri diberi indeks 0, 1.
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Pasal 18

Penetapan Indeks untuk sudut pandang ditentukan dengan
rincian sebagai berikut;

a. Sudut Pandang 1 arah, diberi indeks 0,75;

b. Sudut Pandang 2 arah, diberi indeks 1;




c. Sudut Pandang 3 arah, diberi indeks 1,25;
d. Sudut Pandang 4 arah atau lebih diberi indeks 1,5.

Pasal 19

Penetapan Indeks untuk isi reklame ditentukan dengan rincian
sebagai berikut:

a. Internasional, diberi indeks 1;

b. Nasional, diberi indeks 0,75; dan

c. Lokal, diberi indeks 0,5.

Pasal 20

Penetapan Indeks untuk letak reklame ditentukan dengan
rincian sebagai berikut:

a. Tanah Negara Damija, diberi indeks 0,75;

b. Tanah Negara Non Damija, diberi indeks 0,5; dan

c. Tanah Sendiri, diberi indeks 0,25.

Pasal 21

Penetapan indeks untuk Fungsi Jalan ditentukan dengan
rincian sebagai berikut;

a. Jalan Arteri Primer diberi indeks 0,5;

Jalan Arteri Sekunder diberi indeks 0,4;

Jalan Kolektor diberi indeks 0,3; dan

Jalan Lokal diberi indeks 0,2.

ao o

BAB VII
PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 22

(1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari
perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.

(2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak
berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar,
kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan
menarik garis lurus vertikal dan Thorisontal hingga
merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu
kesatuan.

(3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkali,
dihitung dari batas bingkai yang paling luar.

(4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya,
dihitung berdasarkan rumus luasnya.

(5) Untuk reklame yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu), luas
bidang reklame dikalikan dengan sisi reklame.

BAB VIII
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Pasal 23

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau Kuasanya.




(3) SPOP untuk objek reklame sebagaimana dimaksud dalam

(4)

(5)

(1)

(1)

(3)

pasal 3 ayat (2) huruf a dan f harus disampaikan kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima
belas) hari sejak tanggal pemasangan Reklame.

SPOP untuk objek reklame sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf 4, huruf e, huruf g,
huruf h, huruf i dan huruf j disampaikan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari
sebelum tanggal pemasangan Reklame.

Apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan STPD.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
SPOP sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) tidak
disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka
diterbitkan STPD.

BAB IX

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD DAN
PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 24

Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD  diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 25

Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD

kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda
dan/atau bunga.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan

jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)

per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung

sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak,

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu




(4)

(1)

(2)

(1)

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dan ditagih
melalui STPD

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak
atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran
harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran;

b.dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat
Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;

c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran
Pertama;

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang

sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan

Surat Paksa.

Pasal 27

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Bupati berwenang
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. Surat Teguran;




. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

. Surat Paksa;

. surat perintah melaksanakan penyitaan;

. surat perintah penyanderaan;

. surat pencabutan sita;

. pengumuman lelang;

. surat penentuan harga limit;

. pembatalan lelang; dan

. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan Pajak.

(3) Juru Sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
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(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak,
terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang
Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati
jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat
Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak kepada
Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan
surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan
secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang
disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya Penagihan Pajak dah sisanya untuk membayar Utang

Pajak yang belum dibayar.
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Pasal 30

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus apabila:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

3)

(4)

()

(6)

penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya,
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 31

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 32
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau
Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati.
Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)
jam.
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen
lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau
lunas.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.
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(7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau

penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1); dan

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat

pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan
ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

(9) Bapenda dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak

(1)

(2)

daerah dengan sistem daring (online).

BAB II
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdaapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan
karena kesalahannya,;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar;

. mengurangkan atau membatalkan STPD;

. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

o0

BAB III
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 34

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau




(2)

(3)

(9

(6)

(7)

9)

(1)

()

(3)

pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara  tertulis dalam  bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1).
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Pasal 35

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).




(4)

(1)

(2)

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar
dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.

Pasal 36

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 37

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.




3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6%o0 (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung  sejak  bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tidak
dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 39

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak lainnya.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau
SKRDLB.




(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 40

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti  pemindahbukuan juga Dberlaku sebagai bukti
pembayarannya.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat
(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan  permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 42

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan
Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang
atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang
berlangsung apabila:

a. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan; dan
b. Tidak memasang label lunas pajak tahun berjalan.

Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame
menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 44

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di bidang Perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga
Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata,
Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.




(1)

(3)

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 45

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-
undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;




menghentikan penyidikan; dan

e

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
menurut hukum yang bertanggungjawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Tanah Bumbu Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 56), dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

_ . Ditetapkandi Batulicin
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Diundangkan di Batulicin
Pada tanggal®.. Bulafi 4. Tahun 2024
SEKRET

/

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2024 NOMOR .17
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II.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR17.. TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN NILAI SEWA REKLAME

UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan dan
memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (5) pada Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12




Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

a. Penjelasan sudut pandang 1 arah adalah sebagai berikut:

- Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila
pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contohnya
reklame nama toko yang lokasinya berada di dalam sebuah
kompleks pertokoan atau ruko.

- Reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya
satu arah.
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b. Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame
diletakkan di sekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu
lintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau
simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima)
meter.

c. Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame
berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area
perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.




d. Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame
berada area perlimaan atau simpang lima. Batas area perlimaan
adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35



Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
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